























A. Latar Belakang Masalah 
Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata yaitu ‚sistem‛ 
dan ‚pemerintahan‛. Menurut Titik Triwulan Tutik, sistem adalah suatu 
keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan 
fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap 
keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan 
antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan 
baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Adapun pemerintahan dalam arti 
luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan 
kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Karena itu apabila 
berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan 
bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga 
negara menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan 
kepentingan rakyat.
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 Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah 
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perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya 
dalam rangka mencapai tujuan Negara.
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Pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-
negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial ataupun 
bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi berbeda sehingga melahirkan 
bentuk-bentuk semua (quasi)
3




Mencermati sistem pemerintahan di Indonesia, sebagaimana ketentuan 
di dalam UUD 1945 setelah amandemen, Indonesia menganut sistem presidensial 
dengan dalih bahwa banyaknya pasal-pasal yang menguatkan posisi presiden 
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi walaupun banyak pasal 
yang menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan 
dalam UUD 1945, belum menjamin bahwa Indonesia menganut sistem 
presidensial secara murni. Hal yang demikian disebabkan, karena adanya 
beberapa ketentuan-ketentuan juga, dimana praktek-praktek parlementer itu 
masuk dalam ketentuan UUD Negara Indonesia.  
Seperti pasal 20 (2) bahwa ‚setiap rancangan undang-undangan dibahas 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
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bersama.‛ Pasal ini mempertegas bahwa setiap rancangan undang-undang yang 
ingin dibuat maka harus mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan 
legislatif, seandainya itu tidak terjadi maka proses pembahasan undang-undang 
yang ingin dibuat tidak dapat direalisasikan. Sedangkan salah satu ciri sistem 
presidensial menurut Jimly Asshiddiqy adalah terdapat pemisahan yang jelas 
antara legislatif dan eksekutif.
5
 Jadi secara tidak langsung ada suatu pemisahan 
yang tegas antara cabang-cabang lembaga negara tersebut. Tetapi dengan 
melihat pasal ini maka ada suatu ketidak tegasan pemisahan kekuasaan antara 
legislatif dan eksekutif, karena seakan-akan antara eksekutif dan legislatif 
melebur menjadi satu yang saling terkait atau saling membutuhkan, sehingga ciri 
ini lebih dekat dengan sistem parlementer yang dianut dibeberapa negara 
didunia.  
Mengacu pada pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyon-Yusuf 
Kalla (2004-2009) maupun era Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono (2009-
2014), sistem presidensial di Indonesia dijalankan dengan format koalisi, yaitu 
adanya persekutuan atau gabungan antara beberapa partai baik dalam 
penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden maupun gabungan antar 
partai di dalam lembaga parlemen. Adanya koalisi ini tidak terlepas dari kondisi 
sosial yang ada pada bangsa indonesia ini, yaitu adanya banyak partai yang 
bermunculan sehingga terjadi suatu peralihan sistem yang dari partai minoritas 
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(minority party) menuju sistem mayoritas partai (mayority party). Sedangkan 
keberadaan koalisi sendiri di dalam konstitusi Indonesia memang dilegalkan 
keberadaannya yaitu sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 6A 
Ayat (2) yang berbunyi: 
‚Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum." 
 
Adanya format koalisi tersebut bukan berarti tidak menimbulkan suatu 
masalah di dalam sistem pemerintahan presidensial. misalnya saja pada koalisi 
pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam pemerintahan yang menganut sistem 
presidensial, pembentukan kabinet
6
 merupakan salah satu tugas yang harus 
dilaksanakan dalam waktu dekat oleh presiden yang telah dilantik. Penentuan 
jumlah personil dan komposisi kabinet adalah wewenang mutlak atau hak 
prerogatif daripada presiden.
7
 Akan tetapi dalam menggunakan hak prerogatif 
tersebut, presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 
seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945
8
 harus mempunyai 
pertimbangan yang benar-benar matang dalam menentukan komposisi dan 
personil dalam kabinet tersebut. 
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Berkaitan dengan penyusunan kabinet tersebut banyak hal yang harus 
dijadikan pertimbangan oleh seorang presiden terpilih yaitu; partai politik 
pendukung, apakah merupakan partai politik tunggal ataupun gabungan dari 
pada beberapa partai politik; stabilitas roda pemerintahan ke depan; kemajuan 
negara; dan lain-lain. Kesemuanya itu bersifat politis dan sepenuhnya menjadi 
hak mutlak presiden tentang siapa yang bisa menjadi anggota kabinet. Akan 
tetapi di sisi lain ada ketentuan yang menyebutkan bahwa seseorang yang akan 
diangkat menjadi menteri dan masuk dalam kabinet presiden terpilih haruslah 
memiliki integritas dan kepribadian yang baik selama perjalanan karirnya.
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Masalah yang bisa timbul apabila pasangan presiden dan wakil presiden 
yang dilantik tersebut adalah pasangan capres-cawapres (calon presiden dan 
calon wakil presiden) yang diusulkan oleh  partai koalisi, maka kepentingan dari 
beberapa partai koalisi yang mengusulkannya itu menjadi perlu untuk 
dipertimbangkan, terutama partai-partai yang mempunyai perwakilannya di 
kursi DPR. Hal demikian manjadikan presiden tidak dapat leluasa untuk dapat 
menyusun kabinetnya sesuai dengan yang sesungguhnya diinginkan, apalagi jika 
antara presiden dengan partai yang mengusungnya itu sebelumnya telah terjadi 
perjanjian yang sifatnya mengikat antara keduanya. Misalnya menyepakati, 
‚partai tersebut mau mengusungnya jika nanti setelah jadi presiden, presiden 
tersebut mau mengangkat menteri dari partainya‛. Bila terjadi hal yang demikia 
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maka sesuai dengan perjanjian, setelah jadi presiden mau tidak mau presiden 
tersebut harus mengangkat menteri dari partai yang mengusungnya itu. 
Akibatnya jika ditengah pemerintahannya ternyata menteri yang diangkatnya 
tersebut kinerjanya tidak sesuai dengan yang dinginkan presiden maka akan 
terjadi reshuffle.10 Namun, lagi-lagi dalam melakukan reshuffle ini presiden juga 
tidak dapat dengan leluasanya begitu saja, sebab harus mempertimbangkan 
kesepakatan yang sudah dibuatnya. 
Pada aspek inilah kemampuan presiden terpilih dipergunakan dalam 
mempertimbangkan berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan 
kabinetnya. Apabila dalam pembentukan dan penyusunan kabinet presiden lebih 
mengedepankan kemajuan dan perkembangan negara, maka selayaknya orang-
orang profesional dan beberapa orang dari partai pendukung presiden yang harus 
ditempatkan di dalam kabinet, dengan kata lain orang yang akan memimpin 
suatu kementerian haruslah orang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut, 
sesuai dengan tugas, fungsi dan keahliannya, akan tetapi presiden dan kebinet 
akan mendapat kesulitan dalam menjalin hubungan dengan parlemen. Juga dalam 
menentukan kebijakan pemerintah, apalagi kalau partai pendukung presiden 
tersebut bukan sebagai partai pemenang pemilu yang notabennya pasti 
mempunyai suara minoritas di parlemen. 
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Sebaliknya, jika stabilitas pemerintahan yang dikehendaki, maka 
presiden harus menempatkan orang-orang dari partai politik pendukung ataupun 
dari gabungan partai politik pendukung di dalam kabinetnya, maka kepentingan 
gabungan partai politik pendukung akan terakomodir. Akan muncullah hubungan 
yang sangat harmonis antara presiden sebagai kepala eksekutif dengan parlemen, 
dalam hal ini fungsi checks and balances tersebut idak akan berjalan, karena 
presiden dan kabinetnya telah didukung oleh mayoritas suara di parlemen.
11
 Hal 
yang demikianlah yang harus dihindari, karena jika keadaan tersebut bertahan 
sampai dengan masa kepemimpinan presiden berakhir, maka sudah dapat 
dipastikan bahwa fungsi checks and balances tidak akan berjalan sebagaimana 
mestinya. 
Masalah sistem pemerintahan dalam Islam sudah ada tuntunan dan 
norma-normanya, karena syari’at Islam telah meliputi semua perbuatan manusia 
dengan liputan yang sempurna dan menyeluruh. Sebagaimana firman Allah 
dalam surat an-Nahl ayat 89: 
                     
Artinya: ‚Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan 
segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 
yang berserah diri‛. (QS: An-Nahl : 89)12 
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Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur seluruh sendi 
kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga masalah 
kenegaraan, baik mengenai konsep, prinsip ataupun tujuan semua telah diatur 
oleh Islam. Dinegara baru Madinah, bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah 
segala-galanya. Beliau adalah Rasulallah dengan otoritas yang berlandaskan 
kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam kehidupan 
sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk yang beliau sampaikan 




Islam memang tidak mengatur masalah sistem pemerintahan 
presidensial dan Islam sendiri secara eksplisit juga tidak menentukan bahwa 
suatu negara harus memakai suatu sistem pemerintahan tertentu. Namun sistem 
pemerintahan dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah. 
Begitupun dalam masalah koalisi, banyak peristiwa yang terjadi pada masa 
rasullullah maupun pada masa sahabat yang menggambarkan tentang adanya 
sistem koalisi ini. 
Koalisi secara bahasa sepadan dengan kata al-tah}alluf (kompromi) 
berasal dari kata al-H{ilfu yang artinya perjanjian untuk saling menolong, ia 
berasal dari kata h}alafa-yah}lifu-h}ilfan.14 Peristiwa yang menunjukkan tentang 
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adanya koalisi ini di antaranya adalah Perjanjian Muthayyibin, yaitu perjanjian 
antara kabilah Bani Abdud Dar, Bani Jamah, Bani Salim, Bani Makhzum dan 
Bani Adi, yaitu untuk tidak saling berebut kekuasaan atas Ka’bah yaitu dengan 
memasukkan masing-masing tangannya ke dalam mangkok berisi minyak wangi 
dan mengusapkannya ke Ka’bah sehingga dinamakan Muthayyibin (orang-orang 
yang memakai minyak wangi). Tentang ini Nabi SAW bersabda: ‚Aku 
menyaksikan berlangsungnya al-Muthayyibin, aku tidak ingin membatalkannya 
walaupun aku hanya diberikan kekuasaan atas binatang ternak.‛15 
Sementara itu koalisi di dalam pemilihan kepala Negara bisa dilihat 
dalam peristiwa bai’at.  Bai’at  berasal dari kata ba>’a yang berarti menjual, 
bai’at dimaknai sebagai perjanjian; janji setia; atau saling berjanji dan setia.16 
Peristiwa bai’at yang berkaitan dengan adanya sistem koalisi tersebut 
diantaranya adalah pembaiatan terhadap khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar 
Shiddiq. Dimana pada saat itu terjadi perdebatan yang sengit antara kaum anshar 
dan kaum muhajirin tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasul 
SAW.  
Pada peristiwa tersebut Umar mengusulkan agar Abu Bakar yang 
menjadi pemimpin, namun usulan tersebut tidak begitu saja langsung diterima, 
malah terjadi perdebetan. Ada beberapa nama selain Abu Bakar yang 
dikemukakan mayarakat pada saat itu, diantaranya adalah Ali bin Abi thalib dan 
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Sa’d bin ‘Ubadah.  Ditengah-tengah perdebatan tersebut akhirnya ada dua orang 
yang masing-masing dari suku Kharaj dan dari kaum ‘Aus yang kemudian 
menyatakan baiatnya terhadap Abu Bakar. Orang tersebut adalah Basyir bin 
Sa’d, ayah Nu’man bin Basyir, saudara sepupu Sa’d bin ‘Ubadah, ketua suku 
Khazraj dan pemimpin kaum ‘Aus, Usaid bin Hudhair.17 Maka setelah Umar Bin 
Khattab  dan dua orang tersebut menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, baiat 
tersebut akhirnya diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga dengan demikian 
Abu Bakar yang akhirnya terpilih sebagai pemimpin
18
. 
Uraian di atas menggambarkan bagaimana sistem koalisi pernah terjadi 
di dalam pemerintahan Islam, sekaligus menggambarkan bagaimana suksesi 
kepemimpinan di dalam islam. walaupun Al-Qur’an dan Al-Hadits tidak 
memberikan secara tekstual mengenai koalisi maupun mekanisme pemilihan 
kepala negara, namun secara implisit masalah tersebut telah diatur dalam fiqh 
Islam yaitu fiqh siyasah dusturiyah. Konsep pemilihan kepala negara dalam 
Islam tidak spesifik disebutkan mekanismenya yang baku, namun dari praktek 
yang telah disepakati oleh umat Islam maka bisa ditarik satu kesimpulan bahwa 
mekanisme pemilihan kepala negara didasarkan pendapat para shahabat Nabi. 
Hal ini tampak dari proses pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama 
hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka pada penelitian ini 
diangkatlah tema ‚Penyelenggaraan Sistem presidensial dengan format koalisi 
menurut UUD 1945 dalam perspektif siyasah dusturiyah‛, yang akan dibahas 
lebih lanjut pada bab selanjutnya. 
B. Identifikasi Masalah 
Dalam penulisan skripsi ini terdapat identifikasi masalah yaitu: 
1. Penyelenggaraan sistem presidensial dengan format koalisi menurut UUD 
1945. 
2. Adanya praktik sistem parlementer dalam penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan dengan menganut sistem presidensial yang dijalankan dengan 
format koalisi. 
3. Adanya ketidak tegasan pemisahan antara kekuasaan ekskutif dan kekuasaan 
legislatif.  
4. Tidak berfungsinya sistem cheks and balances yang diakibatkan adanya 
sistem koalisi. 
5. Penyelenggaraan sistem pemerintahan dan koalisi di dalam siyasah 
dusturiyah. 
C. Batasan Masalah 
Kajian dalam penulisan skripsi ini, dibatasi pada masalah : 
1. penyelenggaraan sistem presidensial yang dijalankan dengan format koalisi 





2. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap penyelenggaraan sistem presidensial 
dengan format koalisi menurut UUD 1945. 
D. Rumusan Masalah  
Untuk pemahaman lebih lanjut, perlu kiranya dikemukakan beberapa 
permasalahan yang berkisar sebagai berikut: 
1. Bagaimana penyelenggaraan sistem presidensial dengan format koalisi 
menurut UUD 1945 ? 
2. Bagaimana penyelenggaraan sistem presidensial dengan format koalisi dalam 
UUD 1945 menurut siyasah dusturiyah?  
E. Kajian Pustaka 
Penelitian yang pernah ada sebatas yang telah penulis temukan, belum 
ada pembahasan yang spesifik membahas tentang penyelenggaraan sistem 
Presidensial dengan format koalisi menurut UUD 1945 dalam perspektif siyasah 
dusturiyah. Sehingga penelitian ini adalah merupakan penelitian asli dan bukan 
merupakan pengulangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. 
Adapun hasil penelitian yang terkait dengan masalah dalam tema ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Samugyo Ibnu Redjo, koalisi dalam sistem pemerintahan, (governance, Vol. 
1, No. 1, November 2010). Penelitian ini berupaya menjelaskan mengenai 





bahwa Koalisi secara kata dapat diartikan sebagai bergabung untuk dan 
koalisi dalam pemahaman ini adalah penggabungan partai politik untuk 
menjagokan kandidat dengan harapan terjadi power sharing atau pembagian 
kekuasaan. Koalisi tidak berarti penggabungan ideologi, melainkan hanya 
bentuk fisiknya saja, sehingga dapat dikatakan bahwa koalisi hanya bersifat 
momentum semata atau insidental, lebih jauh lagi koalisi tidak bersifat 
menetap.
19 
2. Syifaul Qulub, Sistem Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Presiden 
Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 (Analisis Hukum Islam). Penelitian ini 
mengkaji tentang bagaimana sistem parliamentary threshold dalam pemilihan 
presiden menurut pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penggunaan sistem parliamentary threshold dalam No. 
10 tahun 2008 dalam pasal 202 ayat (1) (partai harus mencapai 2,5 % suara 
sah nasional sehingga bisa diikutkan dalam penentuan kursi DPR) merupakan 
ambang batas yang mana dalam konstalasi politik pemilu 2009 dalam hal ini 
merupakan langkah awal dalam pencalonan Capres-Cawapres. Oleh karena 
itu UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden menyebutkan prosentase 
sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yakni 20% jumlah 
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kursi atau 25% suara sah nasional. Dalam hal ini sistem dalam pemilihan 
presiden menggunakan ambang batas/prosentase.20 
 Dua penelitian tersebut diatas berbeda dengan kajian dalam penelitian ini 
sebab pembahasan dalam penelitian ini fokus pada penyelenggaraan sistem 
presidensial yang dijalankan dengan format koalisi menurut UUD 1945 ditinjau 
dengan siyasah dusturiyah, baik yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepala 
negaranya maupun akibat-akibat yang bisa timbul karena adanya sistem koalisi. 
F. Tujuan Penelitian  
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui lebih mendalam penyelenggaraan sistem presidensial yang 
dijalankan dengan format koalisi menurut UUD 1945. 
b. Untuk menganalisis penyelenggaraan sistem presidensial yang dijalankan 
dengan format koalisi dalam perspektif siyasah dusturiyah. 
G. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai 
tambah dan manfaat sebagai berikut: 
1. Aspek Teoritis (keilmuan) 
Penelitian tentang penyelenggaraan sistem presidensial dengan 
format koalisi menurut UUD 1945 dalam perspektif siyasah dusturiyah ini 
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secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan ilmu 
pengetahuan hukum tata negara dalam penyelenggaraan tata kelola 
pemerintahan, serta diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu 
pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara, sehingga dapat 
dijadikan sebagai perbandingan maupun pertimbangan untuk dapat 
membangun sistem tata pemerintahan yang lebih baik dan mapan. 
2. Aspek Praktis 
Memberikan pemahaman dan wawasan tentang penyelenggaraan 
sistem presidensial dengan format koalisi menurut UUD 1945 dalam 
perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi 
penerapan suatu ilmu di masyarakat tentunya dalam hal peenyelenggaran 
tata kelola pemerintahan.  Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada 
segenap kalangan, baik itu praktisi hukum, aparat penegak hukum, para 
penyelenggara negara, dan semua pihak yang ingin mengetahui bagaiamana 
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menganut sistem 
presidensial dengan format koalisi dalam perspektif siyasah dusturiyah. 
H. Definisi Operasional  
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu 
kiranya untuk mendeskripsikan beberapa istilah dari judul skripsi ini. 
Sistem presidensial : yaitu suatu pemerintahan di mana kedudukan 





badan perwakilan rakyat, dengan kata lain 
badan eksekutif berada di luar pengawasan 
(langsung) parlemen
21
. Dalam hal ini 
pembahasan dibatasi pada sistem presidensial 
yang diselenggarakan dengan format koalisi 
dalam pemilu presiden.  
Format koalisi menurut UUD  
1945    : adalah   persekutuan atau gabungan beberapa 
partai politik dalam mengusung pasangan calon 
pasangan presiden dan wakil presiden dalam 
pemilu presiden, dimana dalam kerjasamanya, 




 Siyasah dusturiyah : merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 
pembahasannya mencakup masalah-masalah 
imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status 
dan hak-haknya,baiat, waliyul ahdi, perwakilan, 
ahlul halli wal aqdi dan wazarah.
23
 Dalam hal 
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ini penelitian yang dilakukan hanya akan 
difokuskan pada konsep imamah dan baiat. 
I. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yakni serangkaian kegiatan 
yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat 
serta mengolah bahan penelitian.
24
 Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif 
verifikatif, yaitu dengan  memberikan gambaan secara mendalam mengenai 
penyelenggaraan sistem pemerentihan presidensial menurut UUD 1945 dan 
kemudian diverifikasi berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. 
2. Bahan yang Dikumpulkan 
a. Undang-undang yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan sistem 
presidensial dengan format koalisi menurut UUD I945. 
b. Buku dan literatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem 
presidensial dengan format koalisi menurut UUD 1945. 
3. Sumber Data 
Data yang dipergunakan dalam pnelitian ini bersumber pada kepustakaan, 
adapun sumber data tersebut adalah sebagai brikut: 
a. Bahan hukum primer  
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Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sumber 
data tersebut adalah:  
- UUD RI Tahun1945 Pasal 6A Ayat 2 tentang gabungan partai politik 
dan pasangan calon presiden dan wakil presiden; 
- UU No. 42 Tahun 2008 Tentang pemilu presiden; 
- UU No. 2 Tahun 2008 Tentang partai politik; 
- Al-qur’an; 
- Al-hadits. 
b. Bahan hukum sekunder 
Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian 
yang berkaitan dengan sistem Presidensial dalam penyelenggaraan tata 
kelola pemerintahan yang dijalankan dengan format koalisi dan yang 
berkaitan juga dengan konsep Imamah, seperti : buku-buku (diantaranya: 
Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 
karya Titik Triwulan Tutik, Menata Politik Pasca Reformasi karya 
Mulyana W Kusuma, dkk, Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Miriam 
Budiarjo, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia karya Jimly 
Asshiddiqie, Al-Ahkam Asshulthaniyyah karya Imam Al-Mawardi, Fiqh 
Siyasah karya Suyuthi Pulungan, dll), jurnal-jurnal hukum, majalah-
majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari 





4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara peneletian 
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau bahan yang disebut dengan data sekunder. 
Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain 
berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, 
artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik. 
Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pembacaan serta 
analisis teks sehingga dapat menemukan suatu catatan penelitian.  
5. Teknik  Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan melakukan 
pembacaan, penafsiran dan penganalisaan terhadap sumber-sumber data yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem presidensial dengan format koalisi 
menurut UUD dalam perspektif siyasah dusturiyah, sehingga diperoleh 
kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. 
1. Sistematika Pembahasan 
Agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian maka 
diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini 





Bab I :  Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan.  
Bab II :   Merupakan landasan teori tentang sistem pemerintahan di 
dalam siyasah dusturiyah, pengertian siyasah dusturiyah, 
konsep Imamah serta konsep baiat. 
Bab III :   Merupakan uraian tentang penyelenggaraan sistem 
presidensial dengan format koalisi menurut UUD 1945, 
diantaranya meliputi : sistem pemerintahan presidensial, 
koalisi serta penyelenggaraan sistem presidensial dengan 
format koalisi.  
Bab IV :  Merupakan  analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap 
penyelenggaraan sistem presidensial dengan format  
koalisi menurut UUD 1945. 






KONSEPSI IMAMAH DAN BAI’AT DALAM SIYASAH DUSTURIYAH 
 
A. Sistem Pemerintahan dalam Siyasah Dusturiyah 
Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, Islam 
merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi 
kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga 
dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam 
tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana  hal ini secara eksplisit 
telah diatur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan 
peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara 
pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan 
urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, 
serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
1
 Ruang lingkup pembahasan dalam 
siyasah dusturiyah ini meliputi masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, 
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Ruang lingkup siyasah dusturiyah tersebut di atas tidak akan 
dipaparkan semua dalam penulisan ini, sebab sehubungan dengan tema dalam 
penelitian ini, maka pembahasan dalam penulisan ini hanya akan dipaparkan dua 
masalah saja yaitu tentang imamah dan bai’at. Dimana imamah ini merupakan 
cerminan daripada sistem pemerintahan di dalam Islam sedangkan bai’at sendiri 
merupakan cerminan tentang adanya konsep koalisi di dalam Islam. Kedua 
masalah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut: 
1. Imamah  
a. Pengertian Imamah 
Imamah menurut bahasa berarti ‚kepemimpinan‛. Imama yang 
memiliki arti ‚pemimpin‛, ia laksana ketua yang memimpin bawahanya. 
Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin 
tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur 




Di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan kata imamah, yang ada 
hanya kata imam (pemimpin) dan ’aimmah (pemimpin-pemimpin), 
seperti: 
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                       
      
 ‚Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami 
wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan 
sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu 
menyembah,‛. (Q.S. Al-Anbiya : 73)4 
 
                    
      
 ‚dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan 
beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. 
Allah berfirman: ‚Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi 
seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari 
keturunanku‛ Allah berfirman: Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang 
zalim‛. Q.S. Al-Baqarah : 124)5 
 
Dengan demikian, (berdasarkan tinjauan arti imamah secara 
epistimologi), kata imam berarti ‚pemegang kekuasaan atas umat Islam‛. 
Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa ‚imamah itu berarti juga khalifah, 
sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi (pimpinan 
tertinggi) bagi umat Islam setelah Nabi wafat‛.6 
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Suyuthi Pulungan dalam bukunya fiqh siyasah mengemukakan 
bahwa pengertian imamah baik secara etimologis maupun terminologis, 
menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam 
sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi 
kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis institusi 
khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khilafat Rasulullah 
dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian 
setelan Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, 
Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. 
Jadi perkembangan arti khilafah dari ‚penggantian‛ kepada 
‚pemerintahan‛ alias ‚institusi pemerintahan‛ dirasionalisasikan dan 
diberi label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan 




Sebagai pemangku jabatan dalam keimamahan ini disebut 
imam. Kata imam sendiri merupakan turunan dari kata ’amma yang 
berarti ‚menjadi ikutan‛. Kata imam berarti ‚pemimpin, atau contoh 
yang harus diikuti‛. Adapun secara istilah Imam adalah seorang yang 
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b. Suksesi Imamah 
Berkaitan dengan sistematika untuk menentukan seorang imam, 
hal ini dapat dilihat dari beberapa praktik dari proses pemilihan Abu 
Bakar sebagai Khalifah pertama hingga masa Khalifah Ali bin Abi 
Thalib. Seluruh mekanisme dalam pemililihan Abu Bakar  hingga Ali bin 
Abi Thalib tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana 
mekanisme pemilihan seorang kepala negara dalam pemerintahan Islam.  
Pemilihan dan penetapan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah 
dilakukan secara demokratis. Pencalonannya, diusulkan oleh Umar bin 
Khattab yang kemudian mendapatkan dukungan dari Basyir bin Sa’d, 
selaku ketua suku Khazraj dan Usaid bin Hudhair seorang pemimpin 
kaum ‘Aus. Pencalonan Abu Bakar tesebut akhirnya memperoleh 
kesepakatan dari sebagian besar yang hadir pada saat itu walaupun 
sebelumnya harus melalui proses perdebatan yang panjang.
9
  
Ketika Abu Bakar sakit dan merasa kematiannya sudah dekat, ia 
memanggil para pemuka sahabat yaitu, Umar, Usman, Ali, Abdurrahman 
bin Auf, Mu’adz bin Jabal, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Tsabit dan beberapa 
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tokoh lainnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar. kemudian 
mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan maksud 
untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di 
kalangan umat Islam. Para pemuka yang dipanggil Abu Bakar tersebut 
ternyata tidak keberatan dengan pilihan khalifah Abu Bakar tersebut.
10
 
Selanjutnya setelah Khalifah Umar wafat, posisi beliau 
digantikan Usman bin Affan. Untuk menentukan penggantinya, Umar 
tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam 
orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang 
diantaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman bin 
Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, 
Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Keenam sahabat ini 
mempunyai hak memilih dan dipilih. Setelah Umar wafat, tim ini 
bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah.
11
 
Usman dikenal sebagai khalifah yang bijaksana, beliau adalah 
orang yang anti kekerasan ataupun kesewenang-wenangan, tanpa adanya 
suatu dasar hukum yang dapat membenarkan tindakannya itu. Namun 
sangat disayangkan, sikap bijaksana khalifah Usman itu telah dieksploitir 
dan dikhianati oleh kelompok Sabaiyah, karena ternyata mereka 
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Dengan wafatnya Usman maka jabatan khalifah menjadi kosong. 
Ali dicalonkan untuk mengisi kekosongan itu. Mula-mula Ali menolak 
dan Ali menghubungi Talhah dan Zubair, Ali menginginkan salah seorang 
diantara mereka bersedia untuk dipilih sebagai khalifah dan beliau siap 
untuk melakukan bai’at kepada salah seorang dari mereka. 
Pada akhirnya masalah penentuan khalifah itu diserahkan kepada 
umat Islam untuk menentukannya melalui suatu musyawarah yang 
dihadiri rakyat Madinah. Dalam proses penentuan khalifah tersebut 
mayoritas sahabat mempertimbangkan bahwa orang yang paling tepat 
untuk mengisi jabatan khalifah ketika itu adalah Ali. Ali yang semula 
menolak jabatan itu, karena pertimbangan untuk kepentingan umat Islam, 
ia menyatakan persetujuannya untuk dicalonkan. Dengan begitu maka ia 
terpilih sebagai khalifah keempat.
13
  
Dengan berdasarkan suksesi kepemimpinan keempat 
khulafaurrasyidin diatas dapat disimpulkan bahwa, agama Islam dalam 
bentuk asalnya, tidak menetapkan cara atau prosedur tertentu dalam 
memilih seorang khalifah, pengganti Rasulullah Saw. Menurut Suyuthi 









 prosedur empat khulafaurrasidin yang secara silih berganti 
memimpin masyarakat Islam selama 29 tahun  (632-661 M), jelas  
nampak, bahwa setiap khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda ( 
empat cara) yaitu:  
1. Pada pemilihan khalifah pertama Abu Bakar Sidik, yaitu dengan cara 
pembaiatan dari para sahabat, lalu diikuti oleh para kaum muslimin 
secara langsung. 
2. Dengan cara menyampaikan amanat oleh khalifah Abu Bakar kepada 
Umar bin Khatab ra sebagai pelanjutnya sebagai khalifah yang kedua. 
Tetapi setelah Abu Bakar wafat, Umar menyerahkan kembali 
kekuasaannya kepada umat Islam lalu beliau terpilih kembali melalui 
syura. 
3. Membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang 
pilihan, lalu setelah memperhatikan aspirasi umat majelis tersebut 
memilih satu diantara mereka Utsman bin Affan ra. sebagai khalifah 
ketiga. 
4. Pada pemilihan yang keempat hampir sama dengan yang ketiga yaitu 
pemilihan dengan cara melalui perwakilan umat dan hasil dari 
penjaringan opini umum yang ada memilih Ali bin Abi Thalib ra. 
Sebagai Khalifah keempat dalam pemerintahan Islam. 
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Itulah cara pemilihan kepala negara  yang dilakukan pada masa 
khulafaurrasyidun, dan untuk selanjutnya dalam sejarah Islam  kita lihat 
untuk menentukan para pemimpin masa selanjutnya seperti pada masa 
bani Uamayah, Abasiyah dan seterusnya yang paling dominan adalah 
dengan menggunakan sistem kerajan.  
c. Hak dan Kewajiban Imamah 
Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk dita’ati dan 
hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada 
hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta 
baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai 
dengan kedudukannya sebagai imam.
15
 
Adapun tugas-tugas dari seorang imamah, yaitu : 
 melindungi/menjaga keutuhan agama  
 menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah 
perdata) 
 melindungi wilayah negara dan tempat suci  
 menegakkan supremasi hukum (h}udud) (masalah pidana)  
 melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh  
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 memerangi para penentang Islam, setelah mereka didakwahi & masuk 
Islam atau dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu ẓimmah) 
 mengambil fa’i (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa 
peperangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syariat  
 menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara 
tanpa berlebihan  
 mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan 
(misalnya: orang jujur yang mengurusi keuangan, dsb)  
 terjun langsung untuk menangani berbagai persoalan, menginspeksi 
keadaan  
 Imam harus mundur dari imamah, karena dua hal, yaitu: cacat dalam 
keadilan atau fasik, akibat adanya syahwat atau syubhat; cacat tubuh, 
terbagi tiga: cacat pancaindra; cacat organ tubuh; cacat tindakan.
16
 
d. Struktur Pemerintahan Dalam Imamah17 
Dengan meneliti dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, Al-
Hadist ataupun Ijma’ Sahabat dan Qiyas, struktur pemerintahan yang 
terdapat dalam pemerintahan Islam hanya ada delapan bagian, yaitu : 
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a. Imam  
Imam adalah orang yang mewakili umat dalam urusan 
pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum syara’. 
b. Mu’awin Tafwiḍ (Wakil imam bidang pemerintahan) 
Mu’awin Tafwiḍ adalah seorang pembantu yang diangkat oleh 
imam agar dia bersama-sama dengan imam memikul tanggungjawab 
pemerintahan dan kekuasaan. Maka dengan demikian, seorang imam 
akan menyerahkan urusan-urusan negara dengan pendapatnya serta 
memutuskan urusan-urusan tersebut dengan menggunakan ijtihadnya, 
berdasarkan hukum-hukum syara’. Mengangkat mu’awin merupakan 
masalah yang dimubahkan, sehingga seorang imam diperbolehkan 
untuk mengangkat mu’awinnya untuk membantunya dalam seluruh 
tanggungjawab dan tugas yang menyangkut dengan masalah 
pemerintahan.  
c. Mu’awin Tanfiẓ (setia usaha negara) 
Mu’awin Tanfiẓ adalah pembantu yang diangkat oleh seorang 
imam untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa 
menyertai imam dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia adalah 
seorang protokoler yang menjadi penghubung antara imam dengan 





menyampaikan kebijakan-kebijakan dari imam kepada mereka,serta 
menyampaikan informasi-informasi yang berasal dari mereka kepada 
imam. 
d. Amir Jihad (panglima perang) 
Amir Jihad adalah orang yang diangkat oleh imam untuk 
menjadi seorang pimpinan yang berhubungan dengan urusan luar 
negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian. Dia 
bertugas untuk memimpin dan mengaturnya. 
e. Wullat (pimpinan daerah tingkat I dan II) 
Wullat atau biasa disebut dengan sebutan wali adalah orang 
yang diangkat oleh imam untuk menjadi pejabat pemerintahan di 
suatu daerah tertentu serta menjadi pimpinan di daerah tersebut. 
Adapun negeri yang dipimpin oleh imam Islamiyah bisa 
diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian itu 
disebut wilayah (setingkat propinsi). Setiap wilayah dibagi lagi 
menjadi beberapa bagian, di mana masing-masing bagian itu disebut 
‘imalah (setingkat kabupaten). Orang yang memimpin wilayah 







f. Qadhi atau Qadha (Hakim atau lembaga peradilan) 
Qadhi atau Qadha adalah lembaga yang bertugas untuk 
menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Lembaga 
ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama 
anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak 
masyarakat atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga 
masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik imam, pejabat 
pemerintahan atau pegawai negeri yang lain.  
g. Jihad Ida>ri> (jabatan administrasi umum) 
Penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat diatur 
oleh suatu departemen, jawatan atau unit-unit yang didirikan untuk 
menjalankan urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat 
tersebut. Pada masing-masing departemen tersebut akan diangkat 
kepala jawatan yang mengurusi jawatannya, termasuk yang 
bertanggungjawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. 
Seluruh pimpinan itu bertanggungjawab kepada orang yang 
memimpin departemen, jawatan dan unit-unit mereka yang lebih 
tinggi, dari segi kegiatan mereka serta tanggungjawab kepada wali, 






h. Majlis Ummat 
Majlis Ummat adalah majlis yang terdiri dari orang-orang 
yang mewakili aspirasi kaum muslimin, agar menjadi pertimbangan 
imam dan tempat imam meminta masukan dalam urusan-urusan kaum 
muslimin. Mereka mewakili ummat dalam muḥasabah (kontrol dan 
koreksi) terhadap pejabat pemerintahan (ḥukkam). Anggota Majlis 
Ummat dipilih melalui pemilihan umum, bukan dengan penunjukkan 
atau pengangkatan, karena status mereka adalah mewakili semua 
rakyat dalam menyampaikan pendapat mereka, sedangkan seorang 
wakil itu hakekatnya hanya akan dipilih oleh orang yang mewakilkan. 
Pemerintahan di dalam konsep imamah juga bisa disebut sebagai 
‚pemerintahan hukum Tuhan atas manusia‛. Allah memerintahkan kaum 
muslimin untuk mewujudkan pemerintahan yang islami, berbagai ayat 
dalam al-Qur’an bisa dijumpai yang menerangkan perintah Allah tersebut, 
diantaraya yaitu: 
      
         





 ‚Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 
menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 
Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 
mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang 
fasik.‛ (QS. Al-Maidah: 49)18 
         
 Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) 
siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang 
yakin? (al-Maidah : 50)19 
Sesuai dengan tujuan dan misinya, pemerintah dalam konsep 
imamah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: (1) mempertahankan 
lembaga-lembaga dan hukum Islam; (2) melaksanakan hukum Islam; (3) 
membangun tatanan yang adil; (4) memungut dan memanfaatkan pajak 
sesuai dengan ajaran Islam; (5) menentang segala bentuk agresi, 
mempertahankan kemerdekaan dan integrasi teritorial tanah Islam; (6) 
memajukan pendidikan; (7) memberantas korupsi dan segala jenis penyakit 
sosial lainnya; (8) memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga 
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tanpa diskriminasi; (9) memecahkan masalah kemiskinan dan (10) 
memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum.
20
 
Berdasarkan tujuan dan misi pemerintahan tersebut di atas, maka 
Untuk dapatnya dicapai tujuan dari pemerintahan di dalam konsep imamah 
tersebut,  bagi ummat Islam diberikan hak untuk melakukan kontrol 
terhadap pemerintah dan menasihatinya sehingga pemerintah tidak 
bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan 
pemerintah diperintah untuk bermusyawarah dengan rakyat, menghargai 
aspirasinya, dengan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. Maka  
dengan demikian cita-cita untuk menciptakan tatanan sosial yang adil 
sesuai dengan ketentuan syari’at akan bisa direalisasikan. Cita-cita 
keadilan berdasarkan syari’at merupakan cita-cita ideal bagi suatu 
pemerintahan dalam konsep imamah. 
2. Bai’at 
a. Pengertian Bai’at 
Secara etimologis kata  berasal dari akar kata  (menjadi 
) yang berarti menjual. Bai’at adalah kata jadian yang mengandung 
arti perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia, karena dalam 
pelaksanaanya selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. Bai’at 
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 berarti juga berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi 
barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan taat.
21
 
Menurut Ibnu Khaldun secara terminilogis baiat adalah 
perjanjian orang yang berbai’at untuk taat melakukan sumpah setia 
kepada pemimpinnya bahwa ia akan menyelamatkan pandangan yang 
diembannya dari pemimpin, baik berupa perintah yang disenangi maupun 
tidak disenangi. Sedangkan menurut Ibnu Manzur bai’at adalah ungkapan 
perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual 
apa yang dimilikinya, menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak 
kedua secara ikhlash dalam urusannya.
22
 
Implementasi bai’at dalam hak dan kewajiban secara timbal 
balik tergambar dalam al-Qur’an yang menyatakan, bila datang kepada 
Nabi perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, 
bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak 
akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat 
Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak 
akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka ia harus menerima 
janji itu dan memperlakukan mereka dengan baik serta memohonkan 
ampunan dari Allah kepada mereka.
23
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b. Dasar Hukum Bai’at 
Nabi Muhammad SAW. telah mewajibkan kepada setiap 
Muslim agar di pundaknya terdapat baiat. Beliau juga menyifati orang 
yang mati, yang di pundaknya tidak terdapat bai’at, sebagai orang yang 
mati seperti kematian Jahiliah.
24
 Adapun di dalam al-qur’an, ayat-ayat 
yang menjadi dasar tentang bai’at ini di antaranya adalah: 
                    
              
         
Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka 
tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, 
tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang 
mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan 
mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia 
mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. 





             
                
 
Artinya: ‚Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada 
kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di 
atas tangan mereka maka barangsiapa yang melanggar janjinya sendiri 
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dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan 
memberinya pahala yang besar.‛ (Q.S. Al-Fath: 10)26 
 
                
           
 
Artinya : ‚Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang 
mukmin ketika mereka berbai’at kepadamu dibawah pohon, maka Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan 
atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan 
yang dekat waktunya‛. (Qs. Al-Fath:18)27 
 
Adapun dalil dari as-Sunnah, di antaranya adalah apa yang 
pernah diriwayatkan dari Nafi’yaitu: 
Dari nafi’ Ia berkata: Abdullah bin Umar telah berkata 
kepadaku: Aku mendengar Rasulullah saw. Pernah bersabda: Siapa saja 
yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada 
Hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan siapa saja yang mati, 
sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat (kepada Khalifah), maka ia 
mati seperti kematian Jahiliah. (HR Muslim).28 
 
c. Sejarah Bai’at 
Di dalam sejarah  bai’at pernah terjadi dari sebelum masa 
Rasulullah. Bai’at tersebut diantaranya adalah Bai’at Muthayyibin, yaitu 
perjanjian antara kabilah Bani Abdud Dar, Bani Jamah, Bani Salim, Bani 
Makhzum dan Bani Adi, yaitu untuk tidak saling berebut kekuasaan atas 
Ka’bah yaitu dengan memasukkan masing-masing tangannya ke dalam 
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mangkok berisi minyak wangi dan mengusapkannya ke Ka’bah sehingga 
dinamakan Muthayyibin (orang-orang yg memakai minyak wangi).
29
 
Pada masa Rasulullah bai’at juga terjadi beberapa kali 
diantaranya bai’at Aqabah pertama dan bai’at Aqabah kedua. Bai’at 
Aqabah pertama terjadi pada tahun 621 M disuatu bukit yang bernama 
Aqabah. Bai’at Aqabah pertama ini dilakukan antara Nabi dengan 12 
(dua belas) orang dari Kabilah Kharaj dan Aus dari Yastrib. Isi dari bai’at 
ini adalah: mereka berjanji setia kepada Nabi untuk tidak menserikatkan 
Allah, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, menuduh 
dengan tuduhan palsu, tidak akan mendurhakai Nabi di dalam kebaikan.
30
 
Bai’at Aqabah Kedua terjadi tahun 622 M, dilakukan antara 
Nabi dengan 75 orang Yastrib yang terdiri dari berbagai kalangan baik 
dari muslim maupun non muslim yang mewakili warga sukunya. Bai’at 
Aqabah kedua ini disebut juga bai’at kubra,di dalam bai’at ini terjadi 
dialog antara Rasulullah dengan orang-orang Yastrib, dan pada akhirnya 
orang-orang Yastrib membai’at Rasul dengan kata-kata:  
‚Kami berbai’at (janji setia) untuk taat dan selalu mengikuti baik pada 
waktu kesulitan maupun pada waktu dalam kemudahan, pada waktu 
senang dan pada waktu susah dan tetap berbicara benar dimaapun kami 
berada, tidak takut celaan orang di dalam membela kalimah Allah.‛31 
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Demikian di atas merupakan sejarah dari beberapa bai’at yang 
pernah terjadi baik pada masa rasulullah maupun sebelum masa rasulullah. 
Adapun setelah masa rasulullah bai’at juga masih tetap terjadi, diantaranya 
adalah pembaiatan terhadap khulafaurrasyidin dan lain sebagainya.  
Dari bai’at-bai’at yang dilakukan Muslimin kepada Nabi SAW. 
tersebut di atas intinya adalah janji setia, patuh dan ta’at kepada Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam (perintah agama), melaksanakan Islam dan 
membela atau melindungi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan siap mati 
untuk berjuang serta berjihad melawan orang kafir dalam mempertahankan 
Islam. Dan bila melihat beberapa contoh bai’at tersebut diatas, bahwa  bai’at 
itu tidak hanya dilakukan antara dua belah pihak saja melainkan juga 
beberapa belah pihak.  
Sementara itu bai’at yang mencerminkan adanya koalisi di dalam 
pemilihan kepala Negara bisa dilihat dalam peristiwa pembaiatan terhadap 
kholifah pertama Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Dimana pada saat itu terjadi 
perdebatan yang sengit antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin tentang 
siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasul SAW.  
Pada peristiwa tersebut Umar mengusulkan agar Abu Bakar yang 
menjadi pemimpin, namun usulan tersebut tidak begitu saja langsung 
diterima, malah terjadi perdebetan. Ada beberapa nama selain Abu Bakar 





Thalib dan Sa’d bin ‘Ubadah.  Ditengah-tengah perdebatan tersebut akhirnya 
ada dua orang yang masing-masing dari suku kharaj dan dari kaum ‘aus yang 
kemudian menyatakan baiatnya terhadap abu bakar. Orang tersebut adalah 
Basyir bin Sa’d, ayah Nu’man bin Basyir, saudara sepupu Sa’d bin ‘Ubadah, 
ketua suku Khazraj dan pemimpin kaum ‘Aus, Usaid bin Hudhair.32 Maka 
setelah Umar Bin Khattab  dan dua orang tersebut menyatakan baiatnya 
kepada Abu Bakar, baiat tersebut akhirnya diikuti oleh masyarakat lainnya 
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PENYELENGGARAAN SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN FORMAT 
KOALISI MENURUT UUD 1945 
A. Pengertian Sistem Pemerintahan 
Pada bab sebelumnya sedikit sudah dikemukakan mengenai pengertian 
sistem pemerintahan. Untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian sistem, 
berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat tentang defenisi dari sistem 
tersebut. Menurut Carl J. Friederich
1
,  sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri 
dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional, baik antara bagian 
yang satu dengan bagian yang lain maupun hubungan fungsional terhadap 
keseluruhan, sehingga hubungan itu dapat menimbulkan suatu ketergantungan 
antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, akibat yang ditimbulkan 
jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi 
bagian-bagian yang lainnya.  
Berkaitan dengan pengertian sistem tersebut Pamudji  juga menegaskan 
bahwa, “sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di 
dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem 
tertentu yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu 
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dengan yang lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai 
suatu tujuan”.2 
Dari kedua rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa sistem adalah 
suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh dari beberapa komponen yang 
mempunyai hubungan fungsional dan ketergantungan antara satu dengan yang 
lain menurut suatu norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. 
Mengenai pengertian pemerintahan, secara etimologi kata pemerintahan 
berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut 
kamus besar, kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut: 
a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; 
b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau 
badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara; 




Berkaitan dengan pengertian pemerintahan ini terdapat dua pengertian 
yaitu, pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Dalam 
arti luas pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan rakyat-rakyatnya dan kepentingan negara 
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 Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan 




Jadi apabila pengertian sistem dan pengertian pemerintahan dikaitkan, 
maka kebulatan atau keseluruhan yang utuh itu adalah pemerintahan, sedangkan 
komponen-komponen itu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang mana 
komponen tersebut telah mempunyai fungsi masing-masing. Komponen-
komponen itu saling berhubungan satu dengan yang lain mengikuti suatu pola, 
tata dan norma tertentu. Oleh Karena itu apabila berbicara tentang sistem 
pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian 
kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan 
kekuasaan negara itu, dalam rangka menjalankan kepentingan rakyat.
6
 Mahfud 
MD mengemukakan bahwa sistem pemerintahan dapat juga dipahami sebagai 
suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.
7
 
B. Sistem Pemerintahan Presidensial 
Pemerintahan sistem presidensial adalah suatu pemerintahan dimana 
kedudukan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat, 
dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) 
                                                          
4
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 
(Jakarta:  Kencana, 2010), 148 
5Ibid, 148 
6
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 148 
7







 Mengkaji mengenai sistem pemerintahan presidensial tidak dapat 
dipisahkan dari Amerika Serikat. Dalam berbagai literatur dinyatakan, Amerika 
Serikat bukan saja merupakan tanah kelahiran sistem pemerintahan presidensial, 
tetapi juga menjadi contoh ideal karena telah memenuhi hampir semua kriteria 
yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, jika hendak 
melakukan pengkajian mengenai sistem pemerintahan presidensial, maka ada 
baiknya dimulai dengan menelaah sistem politik Amerika Serikat. Kelahiran 
sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dilepaskan dari perjuangan 
Amerika Serikat dalam menentang dan melepaskan diri dari kolonial Inggris 
serta sejarah singkat pembentukan konstitusi Amerika Serikat.
9
  
Latar belakang dianutnya sistem pemerintahan presidensial di Amerika 
Serikat ialah karena kebencian rakyat terhadap pemerintahan Raja George III 
sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki dan untuk 
mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka 
mengikuti jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, 
sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan 
yang lainnya, karena dalam trias politica itu terdapat sistem check and balance.10 
Sebagai bentuk daripada penolakan terhadap Inggris, maka pembentuk 
konstitusi Amerika Serikat berupaya membentuk sistem pemerintahan yang 
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berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang dipraktikkan di Inggris. 
Salah satu konsep yang dimuat dalam konstitusi Amerika Serikat ialah 
pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Tidak hanya itu, jabatan 
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan pertama kali juga 
muncul di Amerika Serikat pada abad ke-18. Jabatan presiden tersebut 
merupakan hasil Konvensi Federal pada tahun 1787. Sekalipun memilih Presiden 
dan menolak Raja, para perancang konstitusi Amerika Serikat memutuskan 
bahwa Presiden harus mempunyai kekuatan yang memadai untuk menyelesaikan 
rumitnya masalah bangsa. Karena itu dirancanglah konstitusi yang memberikan 
kekuasaan besar kepada Presiden, namun dengan tetap menutup hadirnya 
pemimpin sejenis Raja yang tiran.
11
 
Di antara semua kawasan di dunia, negara-negara Amerika Tengah dan 
Amerika Selatan merupakan kawasan yang paling luas menggunakan sistem 
pemerintahan presidensial. Salah satu alasannya, karena secara geografis, negara-
negara tersebut lebih dekat dengan Amerika Serikat. Sementara itu, di Afrika, 
Presiden Liberia yang hadir pada tahun 1848 adalah Presiden pertama yang 
mendapat pengakuan dunia internasioanl.
12
 Di Asia, pemerintahan republik yang 
dipimpin oleh seorang Presiden dicangkokkan Amerika Serikat di Filipina pada 
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1935. peristiwa itu terjadi ketika Filipina memperoleh kemerdekaan dalam 
bentuk The Commonwealth of the Phlippinnes dari Amerika Serikat.13 
Dengan semakin meluasnya negara-negara yang menganut bentuk 
pemerintahan republik yang dipimpin oleh seorang Presiden, mulai muncul 
kajian-kajian tentang praktik sistem pemerintahan presidensial. Misalnya, pada 
era 1940-an muncul kajian tentang perbandingan antara sistem pemerintahan 
parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, pada era 
1950-an sampai 1970-an, kajian sistem pemerintahan presidensial lebih banyak 
menyoroti proses demokrasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada sistem 
pemerintahan presidensial di Amerika. Dari berbagai literatur yang ada, era 
1980- an sampai dengan 1990-an menjadi periode yang paling luas dalam 
mengkaji sistem pemerintahan presidensial. Pada periode 1980-1990-an ini, 




Pada era abad ke-19 sampai awal abad ke-21, kajian atas sistem 
pemerintahan presidensial memasuki dimensi yang lebih luas. Gelombang studi 
mengenai sistem pemerintahan presidensial pada tahun 1990 sampai awal abad 
ke-21 terus mengalami perkembangan. Secara umum, pada periode ini terdapat 
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empat gelombang pemikiran dan studi mengenai sistem pemerintahan 
presidensial, yaitu: 
a. Gelombang pertama, ditandai oleh satu variabel penjelas, yaitu bentuk 
pemerintahan (tipe rezim) dan variabel perantara yakni keberhasilan 
konsolidasi demokrasi.  
b. Gelombang kedua, ditandai dengan variabel penjelas, yakni tipe rezim 
ditambah dengan sistem kepartaian dan/atau leadership powers dan variabel 
perantara yaitu good governance yang pada umumnya bertentangn dengan 
variabel perantara konsolidasi demokrasi.  
c. Gelombang ketiga, berbeda dengan gelombang pertama dan kedua, pada 
gelombang ketiga ini ditandai dengan pengaruh teori-teori ilmu politik. 
Dalam hal ini, manfaat-manfaat rezim presidensial tidak lagi menjadi satu-
satunya fokus studi.  
d. Gelombang keempat, penguatan paradigma good governance semakin 




Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan 
presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, 
tetapi juga sebagai pusat kekuasaan negara. Artinya, Presiden tidak hanya 
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sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara. Itulah sebabnya 
kekuasaan Presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi 
juga merambah pada fungsi legislasi dan kewenangan di bidang yudikatif.
16
 
Dengan kekuasaan Presiden yang begitu luas, jika dalam sistem 
pemerintahan parlementer objek yang diperbutkan ialah parlemen, maka dalam 
sistem pemerintahan presidensial objek yang diperbutkan ialah Presiden. 
Sekalipun dalam sistem pemerintahan presidensial tidak satupun lembaga negara 
yang menjadi fokus kekuasaan, peran dan karakter individu Presiden lebih 
menonjol dibandingkan dengan peran kelompok, organisasi, atau partai politik 
yang ada dalam negara. Oleh karena itu, mayoritas para ahli dalam menguraikan 




Untuk memahami lebih jauh tentang sistem pemerintahan presidensial, 
berikut ini akan dipaparkan karakteristik umum yang menggambarkan sistem 
pemerintahan presidensial tersebut, yaitu: 
a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif 
dan legislatif. 
b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak 
terbagi dan hanya ada pada Presiden dan Wakil Presiden saja.  
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c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala 
negara adalah kepala pemerintahan. 
d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau bawahan yang 
bertanggung jawab kepadanya.  
e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian 
pula sebaliknya.  
f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.  
g. Jika dalam sistem pemerintahan parlementer berlaku prinsip supremasi 
parlemen, maka dalam sistem pemerintahan presidensial berlaku prinsip 
supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab 
kepada konstitusi.  
h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.  
i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem pemerintahan 
parlementer yang terpusat pada parlemen.
18
 
Berdasarkan karakter yang dikemukakan di atas, hampir semua ahli 
sepakat bahwa salah satu karakter sistem pemerintahan presidensial yang utama 
adalah Presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara dan 
sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Di luar fungsi ganda yang dipegang oleh 
Presiden, karakter sistem pemerintahan presidensial dapat juga dilihat dari pola 
hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Pola hubungan itu 
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sudah bisa dilacak dengan adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih 
Presiden dan memilih anggota legislatif.
19
 
Dengan pola hubungan yang terpisah, setidaknya ada empat 
keuntungan yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu: 
a. Presiden yang dipilih secara langsung menjadikan kekuasaannya menjadi 
legitimate karena mendapat mandat langsung dari rakyat.  
b. Adanya pemisahan antara lembaga negara terutama antara lembaga eksekutif 
dan lembaga legislatif. Dengan adanya pemisahan itu, setiap lembaga negara 
dapat saling melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk 
mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan.  
c. Dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil 
kebijakan strategis yang amat menentukan secara cepat.  
d. Dengan masa jabatan yang tetap, posisi presiden jauh lebih stabil 
dibandingkan dengan Perdana Menteri yang bisa diganti setiap waktu.
20
 
Dengan pemisahan secara jelas antara pemegang kekuasaan eksekutif 
dan pemegang kekuasaan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial, 
pembentukan pemerintah tidak tergantung pada proses politik di lembaga 
legislatif. Jika dalam sistem pemerintahan parlementer eksekutif sangat 
tergantung akan dukungan parlemen, maka dalam sistem pemerintahan 
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presidensial dibangun dalam prinsip pemisahan kekuasaan yang jelas antara 
pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Tidak hanya 
itu, dengan adanya pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan presidensial 
adalah sistem pemerintahan yang dibatasi.
21
 
Di Indonesia sebagai ketentuan bahwa Indonesia merupakan negara 
yang menganut sistem presidensial hal ini tercermin dari beberapa pasal di dalam 
UUD yang isinya merupakan ciri utama daripada sistem presidensial, pasal-pasal 
tersebut diantaranya sebagai berikut: 
1. Pasal yang berkaitan dengan kedudukan presiden sebagai kepala 
pemerintahan dan kepala negara: 
Pasal 4 ayat (1) : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
pemerintahan menurut UUD 1945”. 
Pasal 5 ayat (2) : “presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk 
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” 
Pasal 10 :  “presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas 
angkatan darat angkatan laut dan angkata udara” 
Pasal 11 ayat (1) :  “presiden dengan persetujuan DPR menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 
Negara lain” 
Pasal 12 :  “presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat 
dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan 
undang-undang” 
 
2. Pasal yang terkait dengan pengangkatan menteri: 
Pasal 17 ayat (2) :  “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden” 
 






3. Pasal yang terkait dengan hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga 
legislatif: 
Pasal 7 C berbunyi: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 
membubarkan DPR”. 
Pasal 20A ayat (1): “dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi anggaran 
dan fungsi pengawasan” 
4. Pasal yang terkait dengan sistem checks and balances: 
Pasal 1 ayat (2) : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut UUD” 
Pasal 2 ayat (1) :  “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota 
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang” 
Pasal 5 ayat (1) :  “presiden berhak mengajukan rancangan undang-
undang kepada dewan perwakilan rakyat” 
Pasal 20 ayat (1) : “dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang” 
Pasal 20 ayat (2) :  “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh dewan 
perakilan rakyat dan presiden untuk mendapatkan 
persetujuan bersama” 
Pasal 20A ayat (1) :  “dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi anggaran 
dan fungsi pengawasan” 
 Pasal-pasal di atas mencerminkan bahwa Indonesia merupakan 
Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Adapun yang 
berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang sesjalan dengan pembagian 
kekuasaan dalam sistem presidensial hal ini tercermin dari struktur 
ketatanegaraan Indonesia yang membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam 
tiga lembaga yaitu: legislatif, yang terdiri dari MPR, DPR dan DPD ; 





terdiri dari MK, MA dan KY.
22
 Selain itu ketentuan bahwa Indonesia 
menganut sistem presidensial juga terlihat dari pasal-pasal lain berikut ini: 
Pasal 6A berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat”. 
Pasal 7 berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan 
selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali 
dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 
jabatan”.  
Pasal 14 berbunyi: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan 
Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan 
memperhatikan pertimbangan DPR”.23 
 
C. Koalisi 
Pengertian koalisi Menurut Ensiklopedi populer politik pembangunan 
pancasila edisi ke IV menjabarkan bahwa, koalisi berasal dari bahasa latin co-
alescare, artinya tumbuh menjadi alat pengabung. Maka koalisi merupakan 
“ikatan atau gabungan antara dua atau beberapa negara untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu atau beberapa partai atau fraksi dalam parlemen untuk mencapai 
mayoritas yang dapat mendukung pemerintah”. Definisi tersebut menunjukan 
bahwa koalisi dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
24
 
Pendapat lain dikatakan oleh Yudha Hariwardana dalam artikelnya 
“Mempertanyakan Urgensi Koalisi Permanen”  yang mengatakan bahwa: 
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”Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana 
dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. 
Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat”.25 Hal ini 
menunjukan  bahwa dalam pembentukan sebuah koalisi muthlak adanya unsur 
kepentingan juga manfaat, sebuah koalisi  tidak akan terbentuk begitu saja 
melainkan karena adanya faktor-faktor penentu yang mendukung. Misalkan 
partai A berkoalisi dengan partai B, hal tersebut terjadi karena partai A bisa 
mengakomodir kepentingan dari partai B, demikian juga sebaliknya. Dengan 
kata lain terjadilah simbiosis mutualisme (saling menguntungkan satu sama lain) 
dalam hal ini kepentingan masing-masing partai yang saling berkoalisi. Selain 
kepentingan dan untuk tercapainya tujuan tertentu pengertian lain dari koalisi 
bisa juga karena untuk memperoleh perolehan suara yang signifikan agar dapat 
memenangkan pertarungan.  
Essensi dari sebuah koalisi adalah keadaan bergabungnya beberapa 
orang atau kelompok yang memiliki kepentingan. Karena dalam dunia politik 
yang berbicara adalah kepentingan, hal tersebut diperkuat oleh Syamsudin Haris  
yang menyatakan bahwa ”secara teoritis, masalah koalisi sebenarnya hanya 
relevan dalam konteks sistem pemerintahan parlementer. Terciptanya koalisi 
sebenarnya diperuntukan hanya dalam menggalang dukungan dalam membentuk 
pemerintahan oleh partai pemenang pemilu, serta dibutuhkan untuk membangun 
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dan memperkuat oposisi bagi partai-partai yang mempunyai kursi di parlemen 
namun tidak ikut memerintah”.26  
Koalisi amat akrab dalam praktis partai politik. Mereka yang bersekutu 
diwarnai perbedaan ideologi, kultural atau atribut kelompok menjadi satu  
barisan setelah diikat isu bersama mengenai persamaan persepsi terhadap 
masalah, atau kesejajaran kepentingan. Koalisi juga bisa lahir karena adanya 
musuh bersama. Bahkan, seringkali kambing hitam itu menjadi kebutuhan dasar 
yang sengaja diciptakan sebagai alasan bersatu. Tapi, koalisi juga bisa dibangun 
atas dasar kepentingan politik murni, yakni untuk mendapatkan jabatan publik 
strategis dan kemudian membagi-baginya di antara sesama peserta koalisi.
27
 
Dalam sejarah pemerintahan, umumnya Negara yang menganut sistem 
multipartai roda pemerintahannya dibangun atas koalisi sejumlah partai politik. 
Hal ini disebabkan karena dukungan suara yang diberikan oleh warga Negara 
dalam pemilihan umum  terpecah-pecah melalui banyak partai, sehingga sangat 
sulit dicapai suara mayoritas. Koalisi adalah praktek yang sangat lumrah dalam 
perpolitikan sebuah Negara demokrasi. Karena itu tidaklah menjadi aneh ketika 
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Di Indonesia sejak dibentuknya partai-partai politik pada 1949, 
pemerintahan koalisi beberapakali dipraktikkan, terutama dalam sistem 
pemerintahan UUD sementara dan UUD 1945 dari 1949 sampai 1965. Dalam 
kabinet RIS misalnya telah tampil tokoh-tokoh dari berbagai partai antara lain 
Dr. Abu Hanifah (Masyumi), Mr. Wilopo (PNI), dan Dr. Leimena (Parkindo). 
Demikian pula ketika kabinet hasil pemilu 1955 dibentuk juga diwarnai oleh 
wakil-wakil partai politik, meski dalam periode 1955-1959 lebih banyak 
didominasi oleh partai pemenang pemilu, terutama dari PNI dan Masyumi.
29
 
D. Sistem presidensial dengan format koalisi dalam pemilu presiden menurut UUD 
1945 
Penyelenggaraan sistem presidensial dengan format koalisi dalam pemilu 
presiden tersebut dibenarkan adanya dengan merujuk kepada Pasal 6A (2) yang 
berbunyi: 
“Pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 
umum.” 30 
 
Kata “gabungan partai politik” disini sebenarnya membenarkan adanya 
koalisi karena kata “gabungan” tersebut bermakna bahwa ada lebih dari satu 
partai yang menggabungakan lalu mengusulkan seorang presiden. Jadi jelas 
bahwa koalisi dibenarkan keberadaannya.  
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Derivasi dari UU No.42 Tahun 2008 juga membenarkan hal tersebut 
dalam pasal 9 bahwa:  
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 
25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu 
anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden.”31 
 
\Selain dua undang-undang di atas keberadaan koalisi tersebut juga 
dibenarkan adanya UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik. 
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem multi partai, menjadikan 
terjadinya kemungkinan munculnya banyak paket calon presiden di dalam 
pemilu presiden.  Namun demikian, atas dasar adanya Undang-undang Nomor 42 
Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pengajuan pasangan calon presiden dan 
wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memperoleh minimal 
20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional, 
kemungkinan banyaknya paket Capres-Cawapres tersebut dapat diminimalisir, 
sebab dengan adanya ketentuan UU No. 42 ini mengakibatkan tidak dapatnya 
semua pasangan Capres-Cawapres dapat mendaftarkan diri sebagai paket 
Capres-Cawapres. Hal demikian disebabkan karena bisa jadi partai yang mau 
mengusung pasangan Capres-Cawapres tersebut tidak memperoleh suara yang 
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cukup untuk dapatnya mengajukan Capres-Cawapres sebagaimana yang telah 
ditentukan di dalam undang-undang.  
Untuk mengatasi masalah seperti di atas akibatnya partai-partai yang 
tidak dapat mengajukan pasangan calon presidennya kemudian melakukan 
koalisi dengan partai lain, sehingga diperoleh jumlah kursi di parlemen ataupun 
jumlah suara nasional yang memenuhi syarat untuk dapatnya mengajukan 
pasangan calon presiden.  
Berkaitan dengan prosedur-prosedur dalam pengusungan pasangan 
calon presiden, hal ini telah diatur pada UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilu 
presiden yaitu sebagaimana berikut ini :   
Pasal 8 :  Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 
(satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik. 
Pasal 9 :  Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan 
Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan 
perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 
jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima 
persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, 
sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
Pasal 10 : (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden 
dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan 
mekanisme internal Partai Politik bersangkutan. 
(2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai 
Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam 
mengusulkan Pasangan Calon. 
(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana 





Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai 
Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang 
dilakukan secara demokratis dan terbuka. 
(4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah 
diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan 
Partai Politik lainnya. 
Pasal 11 : (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2     
terdiri atas: 
a.   kesepakatan antar-Partai Politik; 
b.  kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik dan Pasangan Calon. 
(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang 
ditandatangani  oleh pimpinan Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon. 
Pasal 12 : (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat 
mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon 
Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota 
DPR, DPD, dan DPRD. 
(2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden 
yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah 
mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang 
bersangkutan. 
Pasal 13 : (1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik. 
(2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik 
ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan 
sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai 
Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan 
sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap Partai Politik 






Pasal 14:  (1)Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: 
a. kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara 
Indonesia; 
b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah 
yang ditunjuk oleh KPU; 
d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta 
kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK); 
e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit 
dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang 
dikeluarkan oleh pengadilan negeri; 
f. fotokopi NPWP dan tanda bukti pengiriman atau 
penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) 
tahun terakhir; 
g. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap 
bakal calon; 
h. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden 
atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan 
dalam jabatan yang sama; 
i. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar 
negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
j. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan 
bahwa setiap bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih; 
k. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, 
sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh 
satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; 
l. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan 





m. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang 
bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan 
bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan. 
(2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara 
nasional hasil Pemilu anggota DPR. 
 
Pasal 15 : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam 
mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib 
menyerahkan: 
a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum 
atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain 
Partai Politik atau ketua umum atau sebutan lain dan 
sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang 
bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a; 
c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas 
pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh 
pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik 
yang bergabung; 
d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan 
Partai Politik dengan bakal Pasangan Calon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b; 
e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon; 
f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan 
mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan 
g. kelengkapan persyaratan bakal calon Presiden dan bakal 
calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (1). 
Pasal 16 : (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan 
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan 
Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat 
pencalonan. 
(2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi 
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang 
bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak 





Pasal 17 : (1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 belum 
lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada pimpinan 
Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang 
bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki 
dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari 
sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari 
KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). 
(2)Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik 
yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan 
hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan 
administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling 
lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat 
pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang 
kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai 
Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling 
lambat pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan 
dan/atau kelengkapan administratif bakal Pasangan Calon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi 
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 
administratif bakal Pasangan Calon diatur dengan peraturan 
KPU. 
Pasal 18 : (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
dan Pasal 15, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau 
Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk 
mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai 
pengganti. 
(2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat 
permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau 
Gabungan Partai Politik. 
(3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan 
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan 





(empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal 
Pasangan Calon baru. 
(4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi 
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang 
bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari 
kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan 
Calon yang baru. 
Pasal 19 :  Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak lengkap dan/atau 
tidak benar, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik 
yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal 
Pasangan Calon. 
Pasal 20 :  (1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau 
kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap 
sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon 
ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai 
Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau 
bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi 
kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon 
pengganti. 
(2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan 
kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan 
Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lama 4 (empat) hari sejak bakal Pasangan Calon tersebut 
didaftarkan. 
Pasal 21 :  (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan 
mengumumkan nama-nama Pasangan Calon yang telah 
memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi. 
(2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang 
pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 
1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana 





(3) KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor 
urut Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
Pasal 22 :  (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang 
menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah 
ditetapkan oleh KPU. 
(2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon 
dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai 
Pasangan Calon oleh KPU. 
(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan 
Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 
mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. 
(4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari 
Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat 
mengusulkan calon pengganti. 
Pasal 23 : (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon 
berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat 
dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat 
mengusulkan Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling 
lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. 
(2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan 
Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti 
didaftarkan. 
Pasal 24 : (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon 
berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai 
hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan 
Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden dilanjutkan dan Pasangan Calon yang 
berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti. 
(2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon 
berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai 





kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 
(tiga puluh) hari, dan Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap 
mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) 
hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. 
(3) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan 
Calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan 
Calon pengganti didaftarkan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh KPU. 
Pasal 25 :  (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon 
berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara 
putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari 
sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. 
(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan 
Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 
(tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap. 
(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan 
Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan 
berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden pada putaran kedua. 
(4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan 
Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda 






Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas terlihat jelas bahwa pasangan 
calon presiden dapat dicalonkan atau diusung oleh satu partai politik ataupun 
gabungan beberapa partai politik. Dalam hal pasangan calon presiden diusung 
oleh beberapa gabungan partai politik pasangan calon presiden bisa dibentuk 
dengan membentuk pasangan calon presiden baru ataupun dengan mendukung 
salah satu pasangan calon presiden yang telah disiapkan oleh salah satu partai 
yang telah bergabung dalam koalisi. Sebagai gambaran berikut penulis 
cantumkan data hasil pemilu 2009 beserta koalisi yang terbangun pada masa itu 
serta pasangan capres-cawapres yang diusungnya. 
Table 3.1 
Partai politik hasil pemilu legislatif 2009 yang lolos threshold32 




1 Demokrat  21.703.137 20,85% 148 26,43% 
2 Golkar  15.037.757 14,45% 108 19,29% 
3 PDIP  14.600.091 14,03% 93 16,61% 
4 PKS  8.206.955 7,88% 59 10,59% 
5 PAN  6.254.580 6,01% 42 7,50% 
6 PPP  5.533.214 5,32% 39 6,69% 
7 PKB  5.146.122 4,94% 30 5,36% 
8 Gerindra  4.646.406 4,46% 26 4,64% 
9 Hanura  3.922.870 3,77% 15 2,68% 
  
Table 3.2 
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Koalisi yang terbangun beserta capres-cawapres yang diusung
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Qodari mengemukakan adanya empat hukum koalisi Capres dan 
Cawapres, yaitu : 
1. Calon dari partai dengan perolehan kursi (atau persentase suara) lebih besar 
akan menjadi capres dan calon dari wakil harus puas dengan posisi calon 
wapres. 
2. Tiap partai dan calon akan berusaha berkoalisi dengan partai dan calon lain 
yang punya perolehan kursi yang signifikan di legislatif. Itu adalah koalisi 
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yang berusaha mengupayakan penguatan kaki di DPR. Penguatan diperlukan 
untuk menjamin dukungan politik terhadap pembuatan kebijakan pemerintah. 
3. Partai dan calon akan mencari partai yang lebih tinggi popularitas 
individualnya. 
4. Partai dan calon akan berkoalisi dengan partai dan calon lain yang dekat 
idiologi dan flatformnya. Meski ada kebutuhan menciptakan pasangan yang 
mewakili spektrum idiologis atau demografis.
34
 
Untuk dapatnya memperoleh anggota koalisi sebagaimana yang 
dikehendaki, penjajakan antar partai-partai politik telah dilakukan jauh sebelum 
pileg bergulir. Dalam bukunya Firmanzah
35
 mengatakan Saking banyaknya 
aktifitas penjajakan, banyak yang menduga elite partai hanya sedang bermanuver 
dan tidak sungguh-sungguh dalam proses mambangun komunikasi politik untuk 
koalisi. Saling silang datang kunjungan dan silaturrahmi antar partai tidak 
terelakkan. Meski sebenarnya ujung manuver yang dilakukan oleh elite politik 
tersebut bisa ditebak, bahwa kepastian koalisi baru akan ditentukan setelah hasil 
pileg diumumkan. 
Menurut Samugyo Ibnu Redjo Dilakukannya koalisi tidak berarti terjadi 
penggabungan ideologi, melainkan hanya bentuk fisiknya saja, sehingga dapat 
dikatakan bahwa koalisi hanya bersifat momentum semata atau insidental, lebih 
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jauh lagi koalisi tidak bersifat menetap. Penggabungan partai politik untuk 
menjagokan kandidat ini diharapkan dapat terjadi power sharing atau pembagian 




Terlepas dari berbagai regulasi mengenai koalisi point penting terhadap 
masalah ini adalah sejauh mana para pemimpin bangsa sungguh-sungguh 
bertanggung jawab dan berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat, dan hal 
tersebut barangkali masih merupakan pertanyaan besar. Begitupula, kualitas 
demokrasi dan tata pemerintahan mungkin masih memerlukan waktu untuk 
mengevaluasi dan menilainya. Apakah koalisi tersebut bersifat permanen atau 
masih hanya sekedar untuk kemenangan calon saja (koalisi pragmatis).  
Kecenderungan proses pencalonan dan koalisi antar partai dalam 
mengajukan kandidat atau pasangan calon adalah salah satu fenomena yang 
menarik. Daya tarik itu terletak pada “pola” koalisi antar partai yang cenderung 
berbeda dengan hasil pemilu legislatif, partai-partai yang secara ideologis sering 
dipandang sangat berbeda satu sama lain bahkan bisa saling berkoalisi dalam 
mengajukan pasangan kandidat dalam pemilihan Capres-Cawapres. 
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ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENYELENGGARAAN 
SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN FORMAT KOALISI 
A. Analisis terhadap Penyelenggaraan Sistem Presidensial dengan Format Koalisi 
menurut UUD 1945 
Koalisi adalah praktek yang lumrah dalam perpolitikan sebuah Negara 
demokrasi. Karena itu tidaklah menjadi aneh ketika dua atau tiga atau bahkan 
lebih partai politik menyatakan berkoalisi untuk mengusung sepasang Capres-
Cawapres dengan harapan dapat terjadi penyatuan suara dari para pendukung 
partai-partai peserta koalisi tersebut dalam pemilu presiden. Apabila dicermati 
lebih dalam terbentuknya format koalisi ini bisa saja mengkibatkan adanya tarik 
ulur kepentingan antar partai politik ataupun antara presiden dengan partai 
politik peserta koalisi.  
Adanya syarat pengajuan Capres-Cawapres adalah 25% suara sah 
nasional atau 20% kursi legislatif menjadikan posisi tawar menjadi penting bagi 
terjaminnya kepentingan masing-masing partai. Mengingat bahwa koalisi tidak 
hanya untuk menjadikan seseorang sebagai presiden, akan tetapi juga ada 
kepentingan bagaimana koalisi partai dapat dibangun secara permanen di 




kelompok akan memutuskan koalisi bergantung sejauh mana kepentingan 
kelompok tersebut dapat terakomodasi. 
Adanya format koalisi di dalam sistem presidensial bisa saja  
menyebabkan terjadinya bagi-bagi kekuasaan di dalam penyusunan kabinet, 
dalam hal ini pengangkatan seseorang untuk dijadikan menteri sering kali 
merupakan hasil kompromi politik antara presiden dengan partai politik 
pendukung presiden melalui wakil-wakilnya dilembaga parlemen.  Sehingga 
keadaan tersebut juga menyebabkan tidak berfungsinya fungsi checks and 
balances yang merupakan fungsi dari lembaga parlemen. 
Dalam Islam pengangkatan maupun pemberhentian menteri merupakan 
hak mutlak seorang kepala Negara. Seseorang dapat diangkat menjadi menteri 
dengan berdasarkan syarat-syarat tertentu, seperti ia harus mempunyai keahlian 
terhadap tugas yang dibebankannya,  dan dapat diberhentikan sebagai menteri 
dengan alasan-alasan tertentu pula. 
Bila dibandingkan dengan sistem pengangkatan dan pemberhentian 
seorang menteri dalam sistem presidensial keadaan tersebut sebenarnya 
mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama menjadi hak mutlak seorang kepala 
Negara dan sama-sama terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk dapatnya 
diangkat sebagai menteri. Dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) huruf e UU No. 39 




masuk dalam kabinet Presiden terpilih haruslah memiliki integritas dan 
kepribadian yang baik selama perjalanan karirnya. Begitu pula dalam hal 
tanggungjawab seorang menteri, dalam sistem presidensial maupun di dalam 
hukum tata Negara islam seorang menteri sama-sama bertanggungjawab kepada 
kepala Negara. 
Masalah pengangkatan menteri tersebut menjadi berbeda ketika 
dibandingkan dengan adanya format koalisi didalam sistem presidensial. Seperti 
yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa penyusunan kabinet didalam sistem 
presidensial dengan format koalisi seringkali dipengaruhi dan dicampuri oleh 
lembaga parlemen. Sehingga dalam hal ini penunjukan terhadap seseorang untuk 
menjadi salah satu menteri tidak sepenuhnya berdasarkan pada kehendak seorang 
presiden secara murni, akan tetapi penunjukkan seseorang untuk menjadi menteri 
dalam hal ini sering kali karena berdasarkan adanya kompromi politik yang telah 
disepakati antara presiden yang jadi dengan partai politik pengusung sebelum 
terjadinya koalisi.  
Jika terjadi demikian, maka orang yang diangkat presiden dalam 
kabinetnya adalah orang-orang dari partai politik pendukung ataupun dari 
gabungan partai politik pendukung di dalam kabinetnya, sehingga kepentingan 
gabungan partai politik pendukung akan terakomodir. Maka muncullah 




parlemen, maka akibatnya fungsi checks and balances tidak berjalan 
sebagaimana mestinya, karena presiden dan kabinetnya telah didukung oleh 
mayoritas suara di parlemen. Salah satu hal yang bisa ditimbulkan akibat 
hubungan yang harmonis dengan tidak berjalannya fungsi checks and balances 
tersebut ialah terabaikannya kepentingan rakyat yang memberikan mereka 
mandat secara langsung untuk mensejahterakan segenap bangsa ini.  
Kondisi tersebut diatas tentu tidak relevan dengan pemerintahan di dalam 
Islam, yang menganjurkan bagi ummatnya untuk melakukan kontrol terhadap 
pemerintahan dengan secermat-cermatnya dan menasihatinya jika dirasa hal itu 
membawa kebaikan, karena esensi dari tujuan pemerintahan Islam adalah 
merealisaiskan pelaksanaan syari’ah dalam pemerintahan. Tujuan umum ini 
secara praktis dapat diterjemahkan sebagai upaya menegakkan keadilan di muka 
bumi. Keadilan yang dimaksudkan di sini adalah keadilan berdasarkan syari’at. 
Tentu saja keadilan terhadap ummat dalam hal ini adalah merupakan bagiannya. 
Untuk dapatnya dicapai tujuan dari pemerintahan di dalam Islam 
tersebut, maka ummat Islam diberikan hak untuk melakukan kontrol terhadap 
pemerintah dan menasihatinya sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-
wenang dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan pemerintah hendaknya 
bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dengan mengambil yang 




perintah kepada kepala negara agar melakukan hal itu, seperti firman-Nya dalam 
surat al-Imran ayat 159: 
                  
‚….dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. 
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya. (QS al- Imran : 159)1 
Berdasarkan keterangan tersebut maka bila di dalam sistem presidensial 
yang diselenggarakan dengan format koalisi kemudian menyebabkan tidak 
berfungsinya fungsi checks and balances yang dimiliki lembaga parlemen sebagai 
lembaga perwakilan rakyat, tentu hal ini bertentangan dengan sistem pemerintahan 
di dalam konsep imamah. Kemudian apabila dengan tidak berfungsinya fungsi 
checks and balances ini menyebabkan terabaikannya kepentingan rakyat dalam 
setiap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah maka hal ini juga 
merupakan keadaan yang bertentangan dengan pemerintahan didalam konsep 
imamah, sebab hal tersebut bertentangan dengan kaidah di dalam fiqh siyasah, 
yaitu kaidah: 
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‚Kebijakan imam bergantung pada kemaslahatan rakyat‛2 
Selain itu juga bertentangan dengan firman-Nya dalam surat al-Maidah 
ayat 49 yang berbunyi : 
                
                   
   
 ‚Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan 
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu 
dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka 
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa 
Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka 
disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan 
manusia adalah orang-orang yang fasik.‛ (QS. Al-Maidah: 49)3 
 
B. Analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap Penyelenggaraan Sistem Presidensial 
dengan Format Koalisi dalam pemilu presiden menurut UUD 1945 
Diselenggarakannya sistem presidensial dengan format koalisi dalam 
pemilu Capres-Cawapres disebabkan karena adanya ketentuan pada pasal 6A 
ayat (2) tentang gabungan partai dan pasangan Capres-Cawapres yang 
melegalkan keberadaan koalisi tersebut. Selain itu terdapat pula UU No. 42 
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Tahun 2008 tentang pemilu presiden yang mengharuskan syarat dukungan 
kepada Capres-Cawapres paling sedikit 20 % perolehan kursi  di DPR atau 25 % 
suara sah nasional dalam pemilu legislatif bagi partai politik atau gabungan 
partai politik untuk dapatnya mengajukan Capres-Cawapres, ketentuan ini 
semakin membuat para pelaku politik dalam hal ini partai politik semakin 
berkecenderungan untuk melakukan koalisi.  
Format koalisi dalam pemilu presiden tersebut jika dikaitkan dengan 
sistem pemilihan kepala Negara di dalam konsep imamah terdapat relevansinya. 
Memang dalam pemilihan kepala Negara dalam konsep imamah tidak mengenal 
adanya batas dukungan dimana seseorang dapat diajukan sebagai kepala Negara 
dan tidak mengenal pula adanya koalisi ataupun partai politik, akan tetapi dalam 
islam mengenal adanya kelompok minoritas juga mengenal adanya suku serta 
mengenal adanya bai’at. 
Ketika dalam pencalonan pasangan kepala Negara dalam Negara yang 
menganut sistem presidensial diajukan dengan melalui koalisi sehingga 
kemudian memperoleh dukungan suara dari para pendukung partai, maka jika 
ditarik pada konsep imamah, meski dalam konsep imamah ini tidak ada 
ketentuan pasti mengenai tatacara pengajuan calon kepala Negara akan tetapi 
bila kita menilik pada proses terpilihnya para pemimpin islam yakni para 




maka sulit bagi kita untuk tidak  mengatakan bahwa mereka terpilih sebagai 
kepala Negara karena atas dasar adanya koalisi dari berbagai kelompok ataupun 
berbagai suku.  
Pertama pada proses pembai’atan Abu Bakar. Dalam prosesnya, suksesi 
Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dilakukan secara demokratis, 
pencalonannya diusulkan oleh Umar bin Khattab yang kemudian mendapatkan 
dukungan dari Basyir bin Sa’d, selaku ketua suku Khazraj dan Usaid bin Hudhair 
seorang pemimpin kaum ‘Aus. Pencalonan Abu Bakar tesebut akhirnya 
memperoleh kesepakatan dari sebagian besar yang hadir pada saat itu walaupun 
sebelumnya harus melalui proses perdebatan yang panjang.  
Kedua suksesi terhadap Umar bin Khattab. Dalam hal ini Abu Bakar 
menunjuk Umar secara pribadi sebagai penggantinya, namun demikian Abu 
Bakar kemudian melakukan pembicaraan dalam majlis syura dengan memanggil 
para pemuka sahabat dari berbagai kalangan, diantaranya yaitu, Umar, Usman, 
Ali, Abdurrahman bin Auf, Mu’adz bin Jabal, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Tsabit 
dan beberapa tokoh lainnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Para pemuka 
tersebut ternyata tidak keberatan dengan pilihan khalifah Abu Bakar  yang 
menunjuk umar sebagai penggantinya tersebut. 
Ketiga pemilihan terhadap Usman, Usman dipilih oleh tim formatur yang 




sebelum ia meninggal dunia. Dalam hal ini Umar tidak secara langsung 
membai’ahnya sebagai penggantinya secara pribadi, akan tetapi Umar bin 
Khattab  membentuk dewan permusyawaratan yang beranggotakan para sahabat 
nabi SAW. Akhirnya keputusan dewan musyawarah mendelegasikan 
Abdurrahman bin Auf  untuk menyeleksi terhadap kaum muslimin, sehinggan 
terpilihlah Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Affan sebagai calon kepala Negara 
Islam. Dari kedua tokoh calon pemimpin ini kemudian dilakukan pemilihan dan 
akhirnya Usman yang secara terbuka terpilih sebagai kepala Negara Islam 
pengganti Umar. 
Terakhir pemilihan terhadap Ali. Sejarah menguatkan ketika pasca 
pembunuhan Usman, beberapa sahabat bersidang dirumah Ali dan menyatakan 
kepada beliau bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk diajukan untuk 
dipilih sebagai kepala Negara Islam kecuali beliau. Walaupun pada awalnya Ali 
keberatan namun atas desakan para sahabat dan atas dasar kepentingan umat 
akhirnya Ali menyetujuinya. 
Jika dikaitkan dengan adanya koalisi dalam sistem pemilihan presiden hal 
ini mempunyai relevansi terhadap konsep pemilihan kepala Negara dalam tata 
Negara Islam pasca Nabai SAW. Bila dicermati lebih dalam antara pemilihan 
kepala Negara dengan menggunakan format koalisi tersebut diatas dengan 




terdapat konsep a’s}abiyah, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa adanya 
solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi bangunnya 
suatu dinasti atau Negara besar. Oleh karena itu jarang terjadi suatu dinasti 
dapat berdiri sendiri disuatu kawasan dimana terdapat beraneka ragam suku.  
Disini dapat dinilai bahwa calon kepala Negara harus ada solidaritas 
kelompok, dalam artian bahwa calon pemimpin Islam harus ada dukungan secara 
dominan dalam pemilihannya. Hal ini pulalah yang ditunjukkan dalam prosesi 
pembai’atan terhadap para kulafaurrasidin. Mereka di usulkan dan kemudian 
dipilih serta dibai’at oleh orang-orang yang mempunyai pengaruh didalam 
masyarakat, oleh orang-orang yang terkemuka dari berbagai suku maupun 
golongan.  
Begitu halnya dengan koalisi, koalisi terbentuk atas dasar adanya 
gabungan dari beberapa partai, yang sudah tentu layaknya sebuah organisasi 
partai disini mempunyai suatu susunan keorganisasian yang terstruktural  yang 
terdiri dari beberapa atau bahkan banyak orang yang antara satu dengan yang 
lainnya saling mempunyai rasa solidaritas. Oleh karenanya jika antara partai-
partai tersebut kemudian berkoalisi maka sudah tentu akan terbentuk suatu 
solidaritas yang lebih besar lagi, sehingga jika prtai koalisi tersebut mengusung 
Capres-Cawapres maka sudah tentu solidaritas yang dimiliki Capres-Cawapres 








A. Kesimpulan  
 
1. Penyelenggaraan sistem presidensial dengan format koalisi sebagaimana 
diatur pada ketentuan UUD 1945 pasal 6A ayat (2), UU No. 2 tahun 2008 
dan UU No. 42 Tahun 2008 adalah, bahwa untuk dapatnya mengusung 
pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dilakukan dengan 
penggabungan beberapa partai politik dalam pemilu presiden, dan 
pasanganan calon presiden dan wakil presiden tersebut sudah harus diusulkan 
oleh partai-partai pengusungnya sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 
2. Penyelenggaraan sistem presidensial dengan format koalisi menurut UUD 
1945 terdapat relevansinya dengan konsep imamah dan bai’at di dalam 
siyasah dusturiyah. 
B.  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka bagi para pelaku politik khususnya 
yang ikut terkait dengan adanya format koalisi hendaknya selalu melandaskan 
setiap kegiatan pemerintahannya dengan berdasarkan pada ketentuan yang sudah 
diatur di dalam undang-undang sehingga dapat tercipta penyelenggaraan tata 
pemerintahan yang memberikan keadilan bagi rakyat dan tidak hanya 
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